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NO

KEGIATAN

PERSIAPAN

a.

. PPID berkoordinasi

Atasan PPID menerima surat panggilan sidang
sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP),

. Atasan PPID melakukan rapat pembahasan dengan

Dewan Pertimbangan, PPID, Petugas Pelayanan
Informasi (PPI) dan Kasubag Hukum terkait surat
panggilan sidang sengketa informasi di KIP,

. Atasan PPID Menugaskan PPID, PPI dan Kasubag

Hukum berkoordinasi dengan KIP.
dengan KIP terkait
panggilan sidang sengketa informasi publik,

surat

. PPID menyiapkan laporan hasil koordinasi dengan

KIP untuk diserahkan kepada Atasan PPID.

. Atasan PPID mencermati dan memeriksa hasil

laporan hasil koordinasi dengan KIP,

. Atasan PPID memerintahkan PPID bersama PPI,

Kasubag Hukum, dan Unit Kerja serta meminta
pendampingan Dewan Pertimbangan PPID,untuk
menyiapkan bahan sengketa informasi publik
(mediasi).

. Atasan PPID menyelenggarakan rapat koordinasi

dengan Dewan Pertimbangan PPID, PPI, Kasubag
Hukum, dan Unit Kerja terkait penyiapan draft
jawaban tertulis / keterangan lisan dan kelengkapan
bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi
publik,

. PPID melaporkan kepada Atasan PPID terkait draft

jawaban tertulis / keterangan lisan dan kelengkapan
bahan yang dibutuhkan dalam sengketa informasi
publik.

. Atasan PPID memeriksa draft jawaban tertulis /

keterangan lisan dan kelengkapan bahan yang
dibutuhkan dalam sengketa informasi publik. Jika
setuju, diserahkan ke PPID untuk dibawa ke sidang
informasi (mediasi). Jika tidak setuju, dikembalikan ke
PPID untuk diperbaiki,

. Atasan PPID menghadiri dan/atau memberikan kuasa

kepada PPID, PPI, Kasubag Hukum dan Unit Kerja
untuk  mewakili lembaga dalam memberikan
keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan pada
persidangan sengketa informasi publik di KIP.

PELAKSANAAN PERSIDANGAN

Atasan PPID dan/atau PPID, PPI, Kasubag Hukum dan
Unit Kerja :

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

PELAKSANA
Atasan PPID Dewan PPI Kasubag
PPID Pertim Hukum
bangan

Unit
Kerja

KIP

Pemohon
Informasi

PTUN

MUTU BAKU
Kelengkapan Waktu Output Ket
Surat panggilan 3 Jam Disposisi Rapat
sidang sengketa diadakan
informasi di paling
Komisi Informasi lambat
1 (satu)
Dokumen hari
keberatan setelah
pelayanan surat
informasi publik diterima
Disposisi, Surat 3Jam | Laporan hasil

Tugas, dan
Surat panggilan
sidang sengketa
—sengketa
informasi publik
KIP

Laporan hasil
koordinasi

30 menit

Disposisi, dan
data terkait
sengketa yang
dibutuhkan

2 Hari
kerja

Draft jawaban
tertulis/keterang
an lisan dan
kelengkapan
bahan yang
dibutuhkan
dalam sengketa
informasi publik.

Tentative

Surat Kuasa dan Tentative

Surat Jawaban

Koordinasi

Disposisi

Draft jawaban
tertulis/keterang
an lisan dan
kelengkapan
bahan yang
dibutuhkan
dalam sengketa
informasi publik.

Surat Kuasa,
jawaban tertulis
/keterangan
lisan dan
kelengkapan
bahan yang
dibutuhkan
dalam sengketa
informasi publik.

Laporan hasil
mediasi



a. Mewakili Bawaslu mengikuti proses mediasi hasil di
KIP,

b. Mewakili Bawaslu mengikuti kesepakatan / keputusan
para pihak dalam mediasi di KIP,

c. Mewakili Bawaslu memberikan keterangan (jawaban)
tertulis maupun lisan,

d. Melaporkan hasil mediasi kepada Atasan PPID.

Atasan PPID memeriksa hasil laporan mediasi.

Jika mediasi selesai, Atasan PPID memerintahkan
PPID mengarsipkan dokumennya,

Jika mediasi berlanjut ke ajudikasi non-litigasi oleh
KPI maka Atasan PPID menghadiri dan/atau
memberikan kuasa kepada PPID, PPI, Kasubag
Hukum dan Unit Kerja untuk mengikuti dan
memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun
tulisan pada proses pemeriksaan.

Atasan PPID dan/atau PPID, PPI, Kasubag Hukum dan
Unit Kerja :

a. Mengikuti dan memberikan keterangan (jawaban)
lisan maupun tulisan dalam sidang pemeriksaan
penyelesaian sengketa informasi publik.

b. Melaporkan hasil sidang pemeriksaan kepada atasan
PPID

Atasan PPID memeriksa laporan hasll sidang
pemeriksaan penyelesaian sengketa dan memberikan
kuasa kepada PPID, PPI, Kasubag Hukum, dan Unit
Kerja untuk mengikuti sidang pembuktian sengketa dan
memberikan keterangan (jawaban) lisan maupun tulisan.

Atasan PPID dan/atau PPID, PPI, Kasubag Hukum dan
Unit Kerja:

a. Mengikuti dan memberikan keterangan (jawaban)
lisan maupun tulisan dalam sidang pembuktian
penyelesaian sengketa informasi publik,

b. Melaporkan hasil sidang pembuktian kepada Atasan
PPID.

Memeriksa  laporan  hasil sidang  pembuktian
penyelesaian sengketa.

Menghadiri dan/atau Memberikan kuasa kepada PPID,
PPI, Kasubag Hukum dan Unit Kerja untuk mengikuti dan
memberikan jawaban pada sidang putusan KIP.

Atasan PPID dan/atau PPID, PPI, Kasubag Hukum dan
Unit Kerja :

a.Mengikuti dan memberikan keterangan (jawaban)
lisan maupun tulisan dalam sidang putusan KIP,

b. Meminta salinan putusan sengketa informasi publik.
rekaman video dan transkrip terkait proses dan hasil
mediasi dan ajudikasi persidangan kepada KIP,

c. Melaporkan hasil sidang putusan KIP kepada Atasan
PPID.

Atasan PPID memeriksa laporan hasil sidang putusan
KIP, salinan putusan sengketa, rekaman video dan
transkrip mediasi dan ajudikasi.

Bawaslu atas
sengketa
Informasi

Laporan hasil
mediasi

Surat kuasa
mengikuti
proses
pemeriksaan
dan keterangan
(jawaban)
tertulis

Laporan hasil
sidang
pemeriksaan
penyelesaian
sengketa

Surat kuasa
mengikuti sidang
pembuktian dan
keterangan
(jawaban)
tertulis

Laporan hasil
sidang
pembuktian
penyelesain
sengketa

Surat kuasa
mengikuti sidang
putusan KIP dan
keterangan
(jawaban)
tertulis

Laporan hasil
sidang putusan
KIP, salinan
putusan

30 menit

Tentative

30 menit

Tentative

30 menit

Tentative

30 menit

Surat kuasa
mengikuti
proses
pemeriksaan

Laporan hasil
sidang
pemeriksaan
penyelesaian
sengketa

Surat kuasa

Laporan hasil
sidang
pembuktian
penyelesaian
sengketa

Surat Kuasa

Laporan hasil
sidang putusan
KIP, salinan
putusan sengketa,
rekaman video,
transkrip mediasi
dan ajudikasi

Disposisi
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- Jika putusan KIP memenangkan seluruhnya dan/atau
sebagian permohonan pemohon maka
memerintahkan PPID untuk mengkaji putusan KIP,

- Jika putusan KIP memenangkan Bawaslu maka
memerintahkan PPID untuk mengarsipkan dokumen
mediasi dan ajudikasi.

a. Atasan PPID melakukan konsolidasi dengan Dewan
Pertimbangan, PPID, PPI, Kasubag Humas, dan Unit
Kerja untuk mengkaji putusan sengketa KIP yang
memenangkan seluruhnya dan/atau  sebagian
permohonan pemohon,

1) Jika hasil kajian menyatakan informasi dapat
dibuka, maka PPID menyiapkan draft surat
persetujuan, dan Atasan PPID melaksanakan
putusan sesuai amar putusan dan peraturan
perundang-undangan,

2) Jika hasil kajian menyatakan informasi tidak
dapat dibuka, maka PPID menyiapkan draft surat
permohonan banding ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), untuk ditandatangani oleh
Atasan PPID.

b. Atasan PPID mengarsipkan dokumen mediasi dan
ajudikasi sengketa informasi publik.

Atasan PPID memeriksa hasil kajian. jika hasil kajian

Menyatakan informasi dapat dibuka maka Atasan
PPID menandatangani draft surat persetujuan dan
memerintahkan PPID untuk menyerahkan ke
pemohon informasi.

Menyatakan informasi tidak dapat dibuka, maka
Atasan PPID menandatangani draft surat permohonan
tertulis banding dan  memerintahkan  PPID
menyampaikan ke PTUN.

Dan jika tidak Atasan PPID menyetujui draft surat
persetujuan dan draft surat permohonan banding ke
PTUN maka dikembalikan ke PPID untuk diperbaiki.

a. PPID memerintahkan Petugas pelayanan Informasi
untuk menyerahkan surat persetujuan Atasan PPID
beserta informasi publik yang dibutuhkan kepada
pemohon informasi.

b. PPID memerintahkan Petugas pelayanan informasi
untuk menyerahkan surat permohonan banding kepada
PTUN

a. PPl menyerahkan surat persetujuan Atasan PPID
beserta informasi publik yang dibutuhkan kepada
pemohon informasi.

b. PPI menyerahkan surat permohonan banding kepada
PTUN

a. Pemohon Informasi menerima surat persetujuan
Atasan PPID beserta informasi publik dari PPI.

b. Pemohon Informasi menyerahkan form tanda terima
yang sudah terisi kepada PPI.

a. KIP menerima surat permohonan banding dari PPI
Bawaslu.

sengketa,
rekaman video,
dan transkrip
mediasi dan
ajudikasi

Disposisi dan 3 jam
salinan putusan
sengketa KIP

Nota dinas, hasil 30 menit
kajian draft surat

persetujuan

atasan PPID

dan draft surat

permohonan

banding ke

PTUN

Surat 5 menit
persetujuan

Atasan PPID,

informasi publik

dan surat

permohonan

banding ke

PTUN

Surat persetujuan 1jam
Atasan PPID,

informasi publik

dan surat

permohonan

banding ke PTUN

Form tanda 10 menit
terima yang
belum terisi.

Surat persetujuan 1 jam
Atasan PPID dan
informasi publik,

Nota dinas, hasil
kajian, draft
surat
persetujuan
atasan PPID
untuk
melaksanakan
putusan KIP,
dan draft surat
permohonan
banding ke
PTUN

Disposisi, surat
persetujuan
Atasan PPID,
informasi publik
dan surat
permohonan
banding ke
PTUN

Disposisi, Surat
persetujuan
Atasan PPID,
informasi publik
dan surat
permohonan
banding ke
PTUN

Form tanda
terima yang
belum terisi

Surat persetujuan
Atasan PPID dan
informasi publik,

form tanda terima
yang sudah terisi

Surat
permohonan
banding ke
PTUN,
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b. KIP menyerahkan form tanda terima yang sudah terisi
kepada PPI.

PPl menerima tanda terima berupa :

a. Surat persetujuan Atasan PPID beserta informasi
publik dari pemohon informasi.

b. Surat permohonan banding dari PTUN.

form tanda terima
yang sudabh terisi

Form tanda
terima yang
sudah terisi

5 menit

tanda terima



